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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 110/PMK.03/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK  

WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk penanganan dampak pandemik Corona 

Virus Disease 2019, perlu dilakukan perluasan sektor 

yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan 

selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan 

memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih 

luas; 

b. bahwa untuk meningkatkan produksi dan/atau 

peredaran usaha bagi Wajib Pajak, perlu mengatur 

kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh 

Pasal 25 bagi Wajib Pajak sektor tertentu yang terdampak 

pandemi Corona Virus Disease 2019 dan pengenaan PPh 

final ditanggung Pemerintah untuk jasa konstruksi 

tertentu; 

c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib 

Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 

masih belum menampung kebutuhan insentif perpajakan 
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sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b 

sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan 

Menteri Keuangan dimaksud; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib 

Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4893); 

3. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4881) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 
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Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5014); 

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 

tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB 

PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS 

DISEASE 2019. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib 

Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781) diubah 

sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya 

disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan. 

2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh 

adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang PPh.  

4. Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik 

merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau 

unit, termasuk Instansi Pemerintah, yang membayar 

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau 

pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk 

apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan 

pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Pegawai. 

5. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada 

Pemberi Kerja, berdasarkan perjanjian atau 

kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan 
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dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan 

memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan 

periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau 

ketentuan lain yang ditetapkan Pemberi Kerja. 

6. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya 

disebut KITE adalah Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor 

Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang kepabeanan. 

7. Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah 

memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui 

keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan 

fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

8. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat 

untuk menimbun barang impor dan/atau barang 

yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean 

guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor 

atau diimpor untuk dipakai sesuai ketentuan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

9. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan 

hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan 

mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan 

Kawasan Berikat. 

10. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus 

Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya 

disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan 

hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan 

sekaligus pengusahaan Kawasan Berikat. 

11. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap 

Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya 

disebut PDKB adalah badan hukum yang 

melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat 

yang berada di dalam Kawasan Berikat milik 

Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus 


